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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masaiah

Indonesia, merupakan salah satu negara yang dikaruniai hutan tropis yang 

luas dan kaya keanekaragaman hayatinya. Puluhan juta masyarakat Indonesia 

mengandalkan hidupnya-• dan bermatapencaharian dari hutan, 

mengumpulkan berbagai hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja 

pada sektor industri pengolahan kayu. Hutan Indonesia j uga merupakan habitat flora 

dan fauna yang keanekaragamannya tidak tertandingi oleh negara lain dalam luasan 

yang sama. Hampir pada setiap ekspedisi ilmiah yang dilalaikan di hutan Indonesia 

selalu menghasilkan penemuan spesies baru.

Secara konsepsional yuridis di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai arti sebagai suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan aiam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 

dapat dipisahkan. Pepohonan dan sumber daya alam hayati lainnya itu mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi hampir sebagian besar kebutuhan manusia. Hutan juga 

mempunyai manfaat yang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat 

ekoiogi, sosial budaya dan ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, 

hutan merupakan salah satu modal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 

nasional sehingga hutan itu harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan

baik dari

secara

1
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berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang

maupun generasi yang akan datang.

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan 

kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan 

.berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilalaikan dengan 

asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan .

keterpaduan dengan dilandasi akhlak yang mulia.

Sumber daya hutan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan 

baku industd, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan keja. Hasil 

hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya 

mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan 

rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku. Agar selalu terjaga keseimbangan antara 

kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka 

pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan 

diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak 

merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktik-praklik 

pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak
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dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada 

seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang 

pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat 

operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat 

kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro,

Dalam upaya

mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia 

digolongkan ke d&iarn hutan negara dan hutan hak.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak- 

hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai 

masyarakat hukum adat yang disebut dengan hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan 

lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat 

dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai 

dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat 

melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan 

hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah 

seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
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Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan 

hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan 

kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, 

dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan 

hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi 

konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan 

dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, 

yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat

merupakan inti keberhasilannya.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan,

hutan dapat digolongkan menjadi tiga jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya,

yaitu:

1. hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya,

2. hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah

3. hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.
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Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar

Untuk menjaga kualitas lingkungan,dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi, 

terutama kualitas hutan, maka di dalam pemanfaatan hutan sebisa mungkin dihindari

terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Saat ini, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena kalangan di dalam 

negeri dan masyarakat Internasional begitu gusar menyaksikan perusakan sumber 

daya alam secara berlebihan di negeri ini. “Keajaiban ekonomi” Indonesia pada 

tahun 1980-an dan 1990-an ternyata sebagian terwujud dengan merusak dan

menghancurkan lingkungan dan sarat dengan pelanggaran hak dan tradisi masyarakat 

lokal.1 Sebagai contoh, salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat,

yaitu industri pulp dan kertas, ternyata dibangun tanpa terlebih dahulu membangun

hutan tanaman industri yang sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan

kayu pulp. Sebaliknya pabrik-pabrik pulp tersebut mengandalkan bahan bakunya dari

pembukaan hutan alam secara besar-besaran.

Kemajuan sektor industri yang mengandalkan kayu sebagai bahan baku

utama, makin majunya ekspor kayu hasil hutan dan kebutuhan kayu yang selalu 

meningkat mengakibatkan penebangan-penebangan pohon tidak dapat dihindarkan 

Hal itulah yang mengakibatkan laju kerusakan hutan akibat dan kepunahan 

tumbuhan dan hewan semakin meningkat pula.2

lagi.

%

;--------------------------------- | •:£? ;A:e \
2 Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Hutan, Iiasil Hutan dan SaAt-d hW.8)

Ibid 1T '"v a //

N
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Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat deforestasi saat ini telah 

mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun 

terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya.3 

Dampak pembalakan hutan yang merusak ini tidak saja telah menyebabkan hilangnya 

keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin 

merosotnya kualitas sumber daya Indonesia, namun juga menghasilkan seri bencana 

ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang 

merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, kehidupan lebih dari 

40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung pada sumber 

daya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.4

Kabupaten Muara Enim juga merupakan salah satu daerah yang memiliki

hutan yang berpotensi menjadi sasaran para pelaku tindak pidana illegal logging. Hal 

ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus yang masuk ke Kepolisian Resor 

Kabupaten Muara Enim. Sepanjang tahun 2001 sampai tahun 2005 telah terjadi 10 

kasus tindak pidana illegal logging.5

Dicky Azvyan, Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging di Kabupaten Merangin Provinsi 
Jambi..Seminar Program Pengembangan Diri (PPD) Forum Hcds,Jakarta, 17-18 Juii 2006,hIm 3.

Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging. Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global Wana 
Aksara, Banten, 2005, hlm xi
5 Data yang tercatat di Polres Kabupaten Muara Enim, 20 Juli 2006
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Tabel I
Jumlah Kasus Tindak Pidana lllegal Logging di
_________ Kabupaten Muara Enim :_________

Tahun Jumlah KasusNomor
320011
220022
120033
120044
320055
ioJumlah

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Muara Enim 

Permasalahan yang teijadi pada hutan di sebagian besar wilayah Indonesia, 

saat ini tidak terlepas dari permasalahan nasional sejak timbulnya krisis moneter

Krisis ekonomi dan sosial sejak tahun 1997 telahpertengahan tahun 1997. 

menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan (SDH) semakin besar. Kebakaran 

hutan, banyaknya penjarahan kayu (illegal logging) dan pengrusakan hutan, serta 

klaim masyarakat terhadap kawasan hutan dapat menambah luasan lahan yang rusak.6

Selain sebagai penyeimbang lingkungan, hutan juga berperan dalam

penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan

kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil

olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka kesempatan keija dan 

kesempatan berusaha, yang seluruhnya diatur dengan kebijakan pemerintah, baik 

pengelolaan hasil hutan, kawasan hutan, menetapkan hubungan hukum antara

Boen Purnama dan Nur Masripatin, Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto dalam Konteks 
“NationalForest Programe'\ Jakarta, Departemen Kehutanan, 2001, hlm 33
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manusia dengan hutan atau kawasan hutan serta mengatur perbuatan hukum

mengenai kehutanan.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, 

izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hutan kayu dan bukan hutan 

kayu. Kebijakan-kebijakan itu dilimpahkan ke pemerintah daerah propinsi, sedangkan 

untuk tingkat nasional, wewenang pengaturannya diatur oleh pemerintah pusat. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan- agar fungsi pokok hutan tetap teijaga. Oleh 

karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana pendapat Sulaiman Sembiring, SH.,

sebagai berikut:

"... Undang-undang yang mengatur sektor kehutanan (UU No. 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No.23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.41 Tahun 1999

tentang Kehutanan) dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan 

pengawasan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.7

Pemanfaatan hutan secara tidak optimal dan berlebihan sering dilakukan 

oleh orang atau pihak yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, baik itu 

dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan mengabaikan

7 Sulaiman N. Sembiring, Kajian tentang Pedoman Penegakan Hukum di Taman Nasional, Jakarta, 
Direktorat Jenderal Perlindugan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, 2001, hlm 46
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peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan isinya. Pelaku hanya 

mengejar keuntungan pribadi sesaat tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan 

di kemudian hari.

Pelestarian hutan diperkirakan akan mengalami ancaman yang sangat serius 

dalam menunjang sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman jenis 

satwa dan tumbuhan di sekitar kawasan hutan. Ancaman tersebut juga bisa terjadi 

pada masyarakat- yang bermukim di sekitar kawasan hutan seperti bencana alam 

berupa banjir dan tanah longsor dan serangan hewan buas karena habitatnya

terganggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penebangan dan

penjarahan hasil hutan, terutama kayu, masih terus berlanjut hingga saat ini. Padahal

produk hukum seperti Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah

mengatur secara jelas bagaimana cara pemanfaatan hutan dan isinya. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah

berupa skripsi yang berjudul :“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4!

TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN MUARA ENIM”
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian

penulis adalah:

1. Bagaimana efektifitas keberlakuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging di

Kabupaten Muara Enim ?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana

Illegal Logging?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektifitas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam

penangulangan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Muara Enim

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak

pidana illegal logging di Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dua hal, yaitu :

1. Kegunaan Praktis, yaitu untuk menambah bahan informasi khususnya bagi 

instansi yang terkait dalam usahanya menanggulangi tindak pidana illegal 

logging khususnya di Kabupaten Muara Enim.
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2. Kegunaan teoritis., yaitu untuk melengkapi dan menambah bahan-bahan kajian 

yang sudah ada, terutama tentang tindak pidana illegal logging. 8

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bentuk 

penelitian yang menggambarkan keberlakuan Undang-undang Nomor 41 

tahun 1999 tentang Kehutanan dalam hal penanggulangan terjadinya tindak

pidana illegal logging di Kabupaten Muara Enim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu, diiakukan dengan mempelajari dan

menelaah teori-teori dan peraturan tentang kehutanan.

b. Pendekatan yuridis empiris yaitu, dilakukan untuk mengetahui praktik

penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di

Kabupaten Muara Enim.

2. Lokasi Penelitian

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Muara 

Enim. Hal ini dikarenakan Kabupaten Muara Enim memiliki kawasan hutan

Ronny hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm
106
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yang luas dan berpotensi menjadi sasaran para pelaku tindak pidana illegal

logging.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

Data Primer, adaiah data yang diperoleh dari studi di lapangan.
- Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2) Sumber Data
Data Primer
Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan berbagai
pihak yang terkait langsung dalam penanggulangan tindak pidana
illegal logging di Kabupaten Muara Enim seperti kepolisian,
kejaksaan negeri, pengadilan negeri, dan dinas kehutanan.

- Data Sekunder
Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi:
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan 
undang-undang yang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, dan buku-buku yang 
berkaitan dengan permasalahan, serta

c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan 
penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, yakni berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, 
dan Ensiklopedia.9

0 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 52.
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4. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposivc sampling yaitu 

penentuan sampel secara sengaja dengan pertimbangan responden merupakan 

petugas yang terkait memiliki wewenang, pengetahuan dan pengalaman daiam 

menangani kasus tindak pidana illegal logging di Kabupaten Muara Enim.

5. Tekcik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka

penulis mempergunakan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Metode kepustakaan ( Library Methode ) yaitu metode penelitian dengan

mempergunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau

tulisan yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi.

b. Metode lapangan ( Field Methode ) yaitu suatu metode yang dipergunakan 

dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara secara terbuka dan terpimpin.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh, serta menghubungkan satu 

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis tersebut berupa 

penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan

yang
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muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan

sekaligus suatu kesimpulan, kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.
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